PROVINSI LAMPUN(G

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 7¢ TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI] SIPIL TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk melaksznakan ketentuan Pasal 17 awval (2]
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 ‘lentang
Pemberian Tunjangan Hari raya Tahun 2020 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Republik Indonesia, Pegawal Nonpegawai Negerl
Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan  perlo
menctapkan Peraturan Bupati tentang  Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari rava kepada Pegawa:
Negen Sipil Tahun 2020;

1. Undang-Undang MNomor & Tahun 1991  lentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Lampung
Raral {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19091
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452),

2. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintzhan  Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagmmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor @ Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negarz Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor G322}




Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pernberian Tunjangan Hari raya kepada Pegawal Negeri
Sipil, Prajurt Tentgra  Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Republik Indonesia, Pegawal Nonpegawal
Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6515);

o

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
3109;

7. Peraturan Menternn Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020
Tahun 2020 tentang Petumjuk Tekmis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Har Rayva Tahun 2020 kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajuril Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai
Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Penerima Tunjangan yang bersumber dan Anggaran
Pendapatlan dan Belanja Negara,

8. Peraturan Dacrah Ksbupaten Lampung Baral Nomor #
Tahun 2016 lentang Pembentukan dan  Susunan
Peranglkal Daeraly;

9. Peraturan Daerah Kabupalen Lampung Barat Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Baral Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan + PERATURAN  BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020,

BAB I
RETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2, Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupalen Lampung
Barat.

3. Bupali adalah Bupat Lampung Barat.

4, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah vang seanjutnya

disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Lampung Barat.

Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syvarat tlerlentu,

diangkar sebagai Pegawal Aparatur Sipil Negara secards Leiap

oleh pejabal pembina kepegawaian untuk menduduki jabalan

— - . pemerintahan yang ditempatkan atau ditugaskan di Dacrah,

&n




Hari rava adalah Hari raya [dul Fitri.

Sural Perintah Membavar vang selanjutnva disingkal 5PN
adalah  dokumen yang diterbitkan  oleh  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pcjabat
lain vang ditunjuk untuk mencairkan dana vang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD) atau
dokumen lain yang dipersamakean.

8. Sural Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disinghks:
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan
Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (BPKD] selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD)
berdasarkan SPM.

~ O

BABTI
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pagal 2

(1) Tunjangan har raya Tahun 2020 diberikan kepada PNS dan
Calon PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
bagi !

a. PNS wang sedang menjalani cuti diluar tanggungan
Tegara;

b, PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di
dalam maupun di luar negeri vang gajinya dibavar oclch
instansi tempat penugasannya;

¢, PNS dalam .Jabatan Pimpinan Tinggl atau dalam Jabatan
setara Jebatan Pimpinan Tinggn dan

d. PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama atau dalam
Jabatan setara Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Pasal 3

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
avat (1) sebesar penghasilan 1 [satu] bulan pada 2 (dua] bulan
sebelum bulan hari raya.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu] bulan pada 2 [dua)] bulan
scbelum  Hari rava sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dibayarkan sebesar penghasilan yang diterima  karena
berubahnya penghasilan, kepada wyang bersangkulan telap
diberikan selisih kekurangan tunjangan hari rava.

(3) Penghasilan schagaimana dimaksud pada ayal (2) meliputi
a. gajt pokalk;
b. tunjangan keluarga; dan
¢. lunjangan jabatan atau tunjangan Umurm.

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (3) merunakan
gail pokok, tunjangan keluarga, dan lumjangan jabatan atau
tunjangan  umum  sebagaimana  diatar  dalam peraluras
perundang-undangan mengenai gaji.



(5) Tunjangan jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
dari:
a. tunjangan jabatan strulktural,
b. tunjangan jabatan fungsional; dan
c. tunjangan umum.

Pasul 4
(1) Penghasilan sebagaimana dimakud calam Pasal 3 ayal (1) tidak
dikenakan iuran dan/atau potongan lain  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

pajak penghasilan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB 11
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 5

(1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari schelum
Hari raya.

(2) Dalam hal tunjangan har raya scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayvarkan, tunjangan hart rava dapat

dibayarkan setelah tanggal hari rava,

Pasul /B

(1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM tunjangan han
rava kepada BPED,

(2) SPM tunjangan hari rava dibuat tersendiri dan terpisah dari
SPM Gaji bulanan.

Pagal 7
Pembayaran tunjangan hari rava sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAE IV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 8

(1) Bupati melalui BPKD menvelenggarakan pengendalian interial
terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan har rava.

[2] Pengendalian internzl sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan sesua: keleniuan  peraturan pérundang-
undangan.



BABV
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan pencmpatantiya dalam Berila Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal |2 el 2020

BUPATT LAMPUNG B

PA MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 127 w2020

SEKRETARI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

1
2

- Bpho
Inspebeteral
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